
: 1. Pasal 5 ayal ( 2) Undang·Undang Dasas Negara RepOOIik Indonesia
2. Undang·Undang RI Nornor 28 Tahun 1959 lentang Pembentukan Daerah TIngkat II

dan Kotapraja di Sumalera $elalan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Nornor 1821):

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Talm 2004. rentang Pemennlahan Daerah
(Lembaran NegiIICI RI Tahun 2004 Nomor 125. Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diJbah terakhIr dengan
Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2000. ( Lembaran Negara Repub6'< IndooesJa
Talm 2008 No. 59 Tembahan Lembaran Negara Republl< indonesia No 4844 )

4. Undang-Undang RI Nomor 33 Talul 2004. lentang PetWnbangan Keuangan anlara
Pemerinlah PusaI dan Pemennlah Daefah (lembaran Negara ~ lndoMsa
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RepuWc Indones.a Nomor
4438):

5. Undang-Undang RI Nomor 28 lahun 2009 lentang Pajak Daefllh dan ReInbu5i
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia lahlll2009 Nomor 130 Tarnbahan
Lembaran Negara RepubJik hldonesl8 Nornor 5049 )

6 Peraluran Pemerlnlah Nomor 41 lahun 2007 lenlang OrganlS8S1Perangkal Oaorah
( Lembaran Negara RI Tshun 2007 Nomot 89 )

7. Peraluran Pemerintah Nomor 69 TahlJl 2010 tenlang Tata Cara Pembenan
dan Pemanfaalan In_Ill pemungulan pajak daerah dan retribusl daerah
(Lembaran Negara Republlk indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

8. Peraluran Men1erl Oalam Neger1 Nomor 13 Iahun 2006 sebagamana leIah dlubah
dengan Peraluran Mentori DaIam Negen Nomor 59 lahun 2007 IeIltang Perub.¥lan
Alas Per.Jluran Menlen DaIam Nagen Nomor 13 tahun 2006 lentang P8d0man
PengeIoI&ln Keuangan o.r.h

9. Peraturan Menten 0aIarn Negeo Nomor 25 IahlIl 2009 rentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan ~ Daefllh lahun anggariO 2010

bahwa lIltuk meIaksanaItan ketenluan pasa! 1 a"{ai ( 1 ) I'er.Jturan Pement11ah
Nomor 69 lahun 2010 lentang lata tara pemberian dan pemanfaa'.an II1SeflIlf
pell1lllgUtan pajak daerah dan retnbusi daefah, peIlJ menetapl<an I'er.Jturan BupaIl
Ogao Ifir tentang pembenal dan pemanlaatan insenti pemungutan paf<IIc daerah
dan relribusi daerah.

BUPATI OGAN IUR

PEMSERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SUPATI OGAN ILiR

PERA TURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR: 1(, TAHUN 2010

TENTANG

Monglngal

Menimbang

 



Pemberian dan pemanfaalan Insentif pemungulan Pajak dan Relribusi dilaksanakan
berdasarkan asas kepalulan, kewajaran, dan rasionalilas disesuaikan dengan besamya
lan9gung jawab, kebuluhan serta karakleristik dan kondisi objeklif daerah

Pasal2

Dalam Peraluran Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Insen!if Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghesilan yang diberikan sebagai penghargaan alas kinerja tertenlu
dalam melaksanakan pemunqutan Pajak dan Retribusi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogao llir.

3. Pajak Daerah, yang selanjulnya disebul Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang lerulang oleh orang pribadi alau badan yang bersilat memaksa
berdasarkan undang - undang, dell9an lidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk kepertuan Daerah bagi sebesar - besamya kemakmuran rakyat.

4. Retribusi Daerah, yang selanjulnya disebul Relribusi, adalah pungulan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa alau pemberian izin lertenlu yang khusus disediakan
danl alau diberikan oleh Pernerintah Daerah unluk kepenlingan orall9 pribadi alau
badan.

5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek alau relribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak ,atau rellibusi kepada Wajib Pajak alau Wajib
Relribusi serta pengawasan penyetorannya.

6. Kinerja lertenlu adalah pencapaian largel penerimaan pajak dan retribusi yang
ditelapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara
Iriwulan dalam peraluran kepala daerah •

7. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapal penugasan dan lnstansi pelaksana
pemungul pajak dan relribusi unluk membanlu pelaksanaan pemungulan Pajak Bumi
dan Bangunan.

Passl 1

BABI

KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI OGAN IUR TENTANG PEMBER IAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

 
 
 



(1) Instans, Pelaksana Pemungul Pajak dan Relnbusl dapal dlben Insenltl apablla
mencapai klnerja tertentu

(2) Pemberian Insentif sebagalmana dimaksud pada ayal
(1) dimaksudkan unluk meningkatkan :

a. Kinerja Inslansl;
b. Semangal karja bagi pejabal atau pegawallnslansi;
c. Pendapalan daerah; dan
d Pelayanan kepada masyarakal .

(3) Pemberian Insentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d,bayarkan seuap
triwulan pada awel triwulan befikutnya.

Pasal4

(1) Insenti! diberikan kepada Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
(2) Insentif sebagalmana dimaksud pada ayat (1) seeara proporsional dlbayarkan

kepada:
a. pejabal dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan RetnbuSl

sesuai dengan tanggung jawab maslng - maslng •
b. kepala daerah dan waki kepala daerah sebagai pe!langgung fawab

pengololaan keuangan daerah;
c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

t
d. pemungulan Pajak Bumi dan Bangunan pada bngkal desa/kelurahan dan

keeamaran, kepala desallurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga
lainnya yang dllugaskan oleh Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak; dan

e. pihak lain yang membanlu fnslansi Pelaksana pemungut Pajak dan Relribusi
(3) Pemberian Insenltl kepada kepaJadaerah, wak~ kepafa daerah, dan sekretans

daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huru! b dan huruf c dapat d,benkan
dalam hal betum d,bertakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang
bersangkulan.

Pasal3

Baglan Kesatu

Penerima Insenti!

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN

PAJAK DAN RETRIBUSI

 



(2) apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseralus)
atau lebih, Insenti!diberikanpada awa! tri\YulanII.

(3) apabila pada 'akhir triwulan kurang I realisasi kurang dan 15% (fima belas
perseratus),Insentif tidakdiberikanpada awal triwulan II.

(4) Apabila pada akhir Iriwulan II realisasimencapai 40% (empal puluh perseratus),
alau lebih, Insenti! diberikanuntuk triwulan I yang belumdibayarkan dan triwuJan
II.

(5) Apabila pada akhir lriwulan II realisasikurang dari 40% (empat puluh perseralus),
Insenti! untuk triwulan II belumdibayarkanpada awal triwulan III.

(6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh limah
perseratus), Insenti! tidakdiberikanpada awailliwulan IV.

I .
(7) Apabila pada triwulan Iff realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus),

atau lebih, Insenlifdiberikanpada awallril'lulan IV.
(8) Apabila pada akhir lriwulan III realisasimencapai 100%(seratusPerseratus) atau

lebih, Insenti!diberikanuntuk triwulan yang belumdibayar1\an.
(9) Apabila pada akhir triwuln IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus),

letapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insenti! diberikan unluk
triwulan III dan triwulan sebelumnyayang belumdibayarkan.

: 40 % ( empat puluh perseratus)
: 75 %( lujuh puluh lima perseratus)
: 100% (seratusperseratus)

b. sampai dengan lriwulan II

c. sampai dengan triwulan Iff

d. sampai dengan tri\'lulan IV

Kinerja tertentu adalah pencapaian larget penerimaan Pajak dan Retribusi yang di
telapkan dalam Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah yang dijabar1\an secara
lriwulanan dengan pemghilungan sebagai berikut :

(1) Targel penerimaan per jenis Pajak dan Relribusi, untuk :

a sampai dengan triwulan I : 15 % ( lima belas perseralus )

Pasal5

Bagian Kedua

Sumber Insen!if

(4) Dalam hal target kine~a suatu triwulan tidak tercapai, insenti! untuk IriYlulan
tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target
kine~a yang ditenluka

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan lidak lercapai,
tidak membalalkan insenli! yang sudah dibayar1\an unluk Iliwulan sebelumnya.

 



(1) 8esarnya pembayaran Insenlif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) hurul
a, hurul b. dan huruf c untuk setiap bolannya dlkalompokan bardasarkan realisasi
penerimaan Pajak dan Retribusllahun anggaran sebelumnya dengan ketenluan .

a. di bawall Rp. 1.000.000.000.000,00 ( salu In.oo rupiah I, pakng
tinggl 6 ( enam ) kall gaji pokok dan lunjangan melekat ;

b. Rp. 1.000.000000.000,00 ( salu triliun rupiah) sampai dengan Rp
2.500.000.000.000,00 ( dua mliun Nma ralus milyar rupiah) , paflng
linggi 7 ( lujuh ) kai gap poIrok dan lunjangan yang melekal

c. di alas Rp. 2.500.000.000.000,00 ( dua tnliun lima ratus milyar rupiah
) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 ( tujuh Iritiun tima ralus
milyar rupiah ), paling tinggi a ( delapan ) kall gaji pokok dan
lunjangan yang melekat ;

d. di alas Rp. 7.500.000.000.000,00 ( lujuh trihun lima raius milyar
rupiah ), paling tinggl 10 ( sepuluh ) kali gaji pokok dan tunjangan
yang melekat.

(2) Besarnya pembayaran Insenbf untuk pemungutan Pats'< 8!M111dan 8angunan
sebag,lImana dlmaksud dalam pasel 3 ayal (2) huruf d dlletapkan paling Iinggi
sebaser 5% (lima perseralus) dati besarnya Insentlf yang dlletapkan beldas81kan
ketentuan pasal 6

(3) Besamya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dengan
Pasal 3 ayal (2) huruf e dltelapkan paling tinggl sebesar 10% (sepuluh perscratus)
darl besamya Insentll yang dilelapkan berdas8l1<.ankelentuan padalS.

(41 Apablla dalam reallsasl pembenan Insentil berdasarttan ketentuan sebagalmana
dimaksud pada ayal (1)lerdapat sisa lebih. haNS dlSetOlkan ke kas daerah seba931
penerimaan daerah.

Pasala

(11lBesaran Insentil sebagaunana dimaksud pada ayal (1) dilelapkan melalui Anggaran
Pendapalan dan BelanJ3 Daetah lahun anggaran berttenaan

Pasal7

(10) Besamya Insentil dilelapl<an paling ling9i;
5% pima perseralu.sl Dari reocana penerimaan Pajak dan Relrilusi dalam
Ishlln anggam berttenaan unluk bap jenis pajak dan Retribosl

Bagian KeUga
Besaran Insentil

Insenlil bersumber dan pendapalan Pajak dan Retribusi sesual dengan kelenluan
peralaluran perundang - undangan.

Panl6

 



Pertanggungjawabanpemberian tnsentil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 12

Datam hal target penerimaan Pajak dan Retribusl pada akhir lahun anggaran lelah
tercapai atau terfampaui, pembayaran Insenti! belum dapat dilakukan pada tahun
anggaran berkenaan, pemberian insenti! diberikan pada tahun anggaran benkutl1ya
yang pelaksanaannyasesualdengan ketentuanperaturanperundang- undangan.

Paul 11

(2) Penganggaran Insenti! pemungutan Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dikelompokanke datam belanja Iidak tangsung yang diuraikan berdasarkan jenls
belanja pegawal, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rinclan objek
belanjaPajak.

(3) Penganggaran Insenti! pemungutan Retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan
jenis belanja pegawal, objek belanja Insentil pemungulan Retribusi serta (incian
objek belanjaRetribusl.

(1) Kepala Inslansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Relribusi menyusun
penganggaran Insenbf pemungutan Pajak dan! atau Retribusi berdasarkan
ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal6.

Pasal 10

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,

DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penerimaan pembayaran Insenti! sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan
besaranya pembayaran insenti! sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 ayal (1)
ditetapkandenganKeputusanKepalaDaerah.

Pasal9

 



Ditetapkan di Indralaya

pada tanggalf [{:> Pest~~1L 2010
I IijuPATI OGAN IUR,

•

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in
dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan lIir.

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Pasal14

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 dan dilakukan sesua
ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal13

BABIV
KETENTUAN PERALIHAN

 



BERITAOAERAH KABUPATENOGAN IUR
1(."NOMOR •.•...••TAHUN 2010

Diundangkan di Indralaya

pada la099al,11 ~M- 2010
I PLT. SEKRETARIS DAERAJiv

~

MAWARD!YMNA

dto

Ditelapl<.and. Indrataya

pada 1anggaI, II. ~ 2010
SUPAn OGAN IUR.

Agat setiap orang mengeta!1uinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupan oni
dengan~a dalan LembcnnDaerahKabupatenOgan lif.

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Pasal14

BASV
KETENTUAN PENUTUP

Pemberian lnsenbf unluk tahun anggaran 2010 dapat dil:layaf1<an sesuai dengaJ
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah tahun anggaran 2010 dan ddakukan sesues
I<elentUaJPeraluran Bupab ini

Pasal13

BAS IV
KETENTUAN PERALIHAN

 


